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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038);  

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 

Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan 

Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 
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atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor  14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI 

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA. 

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan 

Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tasikmalaya dengan susunan keanggotaan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya 

sebagaimana DIKTUM KESATU terdiri dari: 

1. Pengarah; 

2. Penanggungjawab; 

3. Ketua; 
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4. Sekretaris; 

5. Anggota. 

KETIGA : Tugas masing-masing anggota Tim Koordinasi Penanganan 

Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU, adalah: 

1. Pengarah, bertugas:  

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar 

prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian 

pengaduan masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Tasikmalaya.tentang prioritas kegiatan 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani;  

2. Penanggunjawab, bertugas: 

Sebagai Penanggungjawab secara umum atas pelaksanaan 

kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai 

pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tasikmalaya. 

3. Ketua, bertugas: 

a. Merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol 

pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan 

masyarakat; 

b. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan 

hukum, dan pihak lain yang berkepentingan; 

c. Mengkoordinasi penyelesaian pengaduan dari 

masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang 

berkepentingan; 

d. Menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; 

e. Bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan 

masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tasikmalaya. 

4. Sekretaris, bertugas: 

a. Menyimpan administrasi pelayanan pengaduan yang 

digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara 

langsung seperti formulir pengaduan yang memuat 

sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 40 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI 

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN 

MASYARAKAT  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA 

 

NO NAMA  JABATAN 
KEDUDUKAN DALAM 

TIM 

1 2 3 4 

1. AMI IMRON TAMAMI Ketua KPU  

Kabupaten Tasikmalaya 

Pengarah 

2. ADE ABDULLAH SIDIQ Anggota KPU  

Kabupaten Tasikmalaya 

Pengarah 

3. CECEP HAMZAH PANSURI Anggota KPU  

Kabupaten Tasikmalaya 

Pengarah 

4. INTAN PARAMITHA SUTISWA Anggota KPU  

Kabupaten Tasikmalaya 

Pengarah 

5. YUGASTIANA AINULYAQIN Anggota KPU  

Kabupaten Tasikmalaya 

Pengarah 

6. GUGUM PURNAMA Sekretaris KPU  

Kabupaten Tasikmalaya 

Penanggungjawab 

7. RANI MEGASARI Kepala Sub Bagian 

Partisipasi, Hubungan 

Masyarakat dan SDM 

Ketua 

7. AGUNG ADHISETIONO Kepala Sub Bagian 

Perencanaan, Data dan 

Informasi 

Sekretaris 

8. RESA RIZA DWI PUTRA Pelaksana Anggota 
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